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Abstract: The reform of civil law plays a crucial role in guiding society towards better gender 

justice. This article investigates the impact of civil law reform on women's empowerment and 

the enhancement of gender equality across various aspects of life. The primary focus involves 

analyzing legal changes aimed at addressing gender disparities in civil rights, property 

ownership, and family responsibilities. The discussion includes evaluating the impact of civil 

law reform on traditional structures that may limit women's roles. Additionally, this article 

highlights concrete steps taken to provide stronger legal protection for women, encouraging 

active participation in social and economic life. Through an interdisciplinary approach, the 

article also reviews the psychological and social impacts of civil law reform on societal 

perceptions of gender roles. Thus, the author argues that civil law reform is not only about 

legal reform but also a critical step towards a more just and equal society. In conclusion, civil 

law reform is not merely a legal necessity but also a catalyst for profound social change. This 

article hopes to stimulate further discussion on how legal efforts can continue to promote 

gender equality within a broader legal framework. 
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Abstrak: Pembaruan hukum perdata memiliki peran penting dalam mengarahkan masyarakat 

menuju keadilan gender yang lebih baik. Artikel ini menyelidiki dampak pembaruan hukum 

perdata terhadap pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender di berbagai 

aspek kehidupan. Fokus utama melibatkan analisis terhadap perubahan-perubahan hukum yang 

bertujuan untuk mengatasi disparitas gender dalam hak-hak sipil, kepemilikan, dan tanggung 

jawab keluarga. Pembahasan mencakup evaluasi dampak pembaruan hukum perdata terhadap 

struktur tradisional yang mungkin membatasi peran perempuan. Selain itu, artikel ini 

menyoroti langkah-langkah konkret yang diambil untuk memberikan perlindungan hukum 

yang lebih kuat terhadap perempuan, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan 

ekonomi. Melalui pendekatan interdisipliner, artikel ini juga mengulas dampak psikologis dan 
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sosial dari pembaruan hukum perdata terhadap persepsi masyarakat terhadap peran gender. 

Dengan demikian, penulis berargumen bahwa pembaruan hukum perdata bukan hanya tentang 

reformasi legal, tetapi juga merupakan langkah kritis menuju masyarakat yang lebih adil dan 

setara. Kesimpulannya, pembaruan hukum perdata bukan hanya suatu keharusan hukum, tetapi 

juga suatu katalisator perubahan sosial yang mendalam. Artikel ini berharap untuk merangsang 

diskusi lebih lanjut tentang bagaimana upaya hukum dapat terus mendorong kesetaraan gender 

dalam kerangka hukum yang lebih luas. 

 

Kata Kunci: Pembaruan, Hukum Perdata, Keadilan, Gender. 

 

 

PENDAHULUAN 

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan 

antarwarga negara. Hukum perdata mengatur berbagai hal, mulai dari perkawinan, perwarisan, 

hingga kepemilikan harta benda. Hukum perdata juga mengatur hak dan kewajiban antarwarga 

negara, termasuk hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki.1 Pada masa lalu, hukum perdata 

Indonesia masih menganut sistem patriarki. Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan hukum 

perdata yang memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada laki-laki daripada perempuan. 

Misalnya, dalam ketentuan hukum perkawinan, laki-laki menjadi kepala keluarga dan memiliki 

hak untuk menentukan tempat tinggal keluarga. 

Dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang, pembaruan hukum 

perdata menjadi suatu kebutuhan mendesak guna menjawab tantangan ketidaksetaraan gender 

yang masih melingkupi berbagai lapisan masyarakat. Pembaruan ini tidak sekadar tentang 

perubahan regulasi hukum semata, melainkan merupakan langkah strategis untuk memastikan 

keadilan gender di dalam sistem hukum. Artikel ini akan mengupas secara mendalam 

bagaimana pembaruan hukum perdata dapat menjadi solusi konkret dalam upaya 

meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. 

Di banyak negara, hukum perdata menjadi pondasi utama dalam mengatur hubungan 

hukum antara individu, baik dalam ranah pernikahan, keluarga, maupun kepemilikan aset. 

Namun, dalam evolusi panjangnya, seringkali hukum tersebut belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Kesenjangan ini tercermin dalam banyak aspek 

kehidupan, seperti hak-hak perempuan dalam perceraian, kepemilikan harta bersama, dan 

akses terhadap pendidikan hukum.2 

Pembaruan hukum perdata menjadi jalan keluar yang penting untuk mengatasi 

ketidaksetaraan tersebut. Dengan merinci dan mengadaptasi aspek-aspek tertentu dari hukum, 

masyarakat dapat menciptakan landasan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap 

realitas sosial. Pembaruan ini juga mencakup revisi terhadap norma-norma budaya yang 

mungkin telah mengakar dalam hukum, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang lebih 

adil bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. 

Seiring dengan perubahan sosial dan nilai-nilai progresif yang berkembang, pembaruan 

hukum perdata juga dapat dianggap sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan yang melibatkan pemberdayaan perempuan. Keterlibatan 

perempuan dalam berbagai lapisan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat 

yang berkelanjutan dan adil. Oleh karena itu, pembaruan hukum perdata bukan hanya 

merupakan tuntutan akan keadilan gender semata, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam 

menghadapi tantangan global yang melibatkan seluruh komunitas. 

 
1  Brown, K. L., & Lee, S. (2018). “Intersectionality in Legal Reforms: Addressing the Complexities of Gender 

Justice”. Journal of Legal Studies, 8(4), 345-367. 
2  Stanchi, K. M., Berger, L. L., & Crawford, B. J. (Eds.). (2016). Feminist Judgments: Rewritten Opinions of 

the United States Supreme Court. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Pembaruan hukum perdata untuk meningkatkan keadilan gender merupakan upaya 

yang penting untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Kesetaraan gender 

merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh dunia internasional. Pembaruan 

hukum perdata untuk meningkatkan keadilan gender merupakan upaya yang kompleks dan 

membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.3 Pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga 

terkait perlu bersinergi untuk mewujudkan upaya tersebut. Pembaruan hukum perdata untuk 

meningkatkan keadilan gender merupakan upaya yang penting untuk mewujudkan kesetaraan 

gender di Indonesia. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan 

dari berbagai pihak. 

Dalam konteks ini, pembaruan hukum perdata tidak hanya isu hukum semata, tetapi 

juga agenda sosial yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Pemahaman masyarakat 

perlu ditingkatkan agar menciptakan momentum perubahan yang lebih kuat. Ini bukan hanya 

tugas pemerintah atau lembaga hukum semata, tetapi sebuah perubahan sosial yang harus 

diadopsi oleh seluruh masyarakat. Artikel ini akan membahas peran pembaruan hukum perdata 

sebagai instrumen kunci dalam meningkatkan keadilan gender dan mendorong kesetaraan 

dalam berbagai ranah kehidupan. Melalui eksplorasi mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, 

diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif terkait urgensi dan implikasi 

positif yang dapat dihasilkan oleh pembaruan ini dalam merubah dinamika gender di dalam 

masyarakat. 

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis dampak pembaruan hukum 

perdata sebagai upaya konkret dalam meningkatkan keadilan gender. Melalui pendekatan 

interdisipliner, penulis berupaya menguraikan perubahan hukum yang mendorong 

pemberdayaan perempuan dan menciptakan kesetaraan dalam berbagai lapisan kehidupan. 

Selain itu, tujuan artikel ini adalah mendorong pemahaman lebih lanjut tentang hubungan 

kompleks antara hukum perdata, keadilan gender, dan perubahan sosial, dengan harapan dapat 

memberikan kontribusi positif terhadap pembahasan dan perbaikan kebijakan di bidang ini. 

 

METODE 

Untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai dampak dan implikasi 

pembaruan hukum perdata terhadap keadilan gender, penelitian ini menggunakan pendekatan 

analisis hukum normatif dan studi literatur.4 Tahap awal melibatkan survei menyeluruh 

terhadap undang-undang perdata yang berlaku dan dokumentasi terkait di tingkat nasional dan 

lokal. Studi kasus kemudian digunakan sebagai metode empiris, dengan merinci pengalaman 

perempuan yang terlibat dalam sistem hukum perdata yang berlaku. Kasus-kasus ini dipilih 

dengan cermat untuk mencerminkan berbagai situasi, termasuk perceraian, hak kepemilikan 

aset, dan peran perempuan dalam proses hukum.5 

Dalam merinci dampak pembaruan hukum perdata, penelitian ini juga melakukan 

perbandingan dengan perkembangan hukum perdata di negara-negara sejenis yang telah 

melakukan reformasi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi elemen-elemen yang dapat 

diadopsi atau disesuaikan dengan konteks hukum lokal, sekaligus memberikan gambaran yang 

lebih luas tentang variasi pendekatan. Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, 

diintegrasikan dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok 

terfokus. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari mereka yang 

mungkin terpengaruh oleh pembaruan hukum perdata, sekaligus memahami harapan, 

kekhawatiran, dan ide-ide konstruktif yang dapat diberikan oleh masyarakat. 

 
3  Inoue, Y. (2013). Women, Law, and Equality: A Discussion Guide. Tokyo: University of Tokyo Press. 
4  Williams, A. (2020). “Legal Frameworks for Gender Empowerment: A Global Perspective”. Gender and Law 

Review, 15(3), 201-220. 
5  Johnson, M. (2019). “Exploring the Impact of Law on Gender Equality”. International Journal of Law and 

Social Justice, 5(1), 56-78. 
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Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menerapkan pendekatan tematik untuk 

mengidentifikasi pola-pola umum, perbedaan, dan kesamaan dalam temuan. Hasil analisis ini 

kemudian membentuk dasar bagi rekomendasi pembaruan hukum perdata yang diusulkan, 

serta langkah-langkah implementasi yang dapat meminimalkan hambatan dan meningkatkan 

efektivitasnya. Dengan merinci langkah-langkah ini, penelitian ini berupaya memberikan 

kontribusi yang substansial terhadap pemahaman tentang peran krusial pembaruan hukum 

perdata dalam meningkatkan keadilan gender, sambil memastikan inklusi dan partisipasi aktif 

masyarakat dalam proses perubahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Teori Keadilan Gender 

Teori keadilan gender adalah suatu kerangka konseptual yang secara kritis mengeksplorasi 

hubungan antara hukum dan gender, membahas bagaimana perbedaan jenis kelamin 

tercermin dalam struktur hukum dan norma-norma sosial.6 Pandangan ini memakai lensa 

kritis untuk memahami peran konstruksi sosial gender dalam menentukan hak-hak dan 

kewajiban individu. Pendekatan feminis mendominasi teori keadilan gender, menekankan 

perlunya meruntuhkan struktur kekuasaan patriarki yang melibatkan dominasi laki-laki 

terhadap perempuan. Pendekatan ini mendorong untuk mengidentifikasi dan mengatasi 

segala bentuk diskriminasi gender dalam hukum, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan 

dalam perceraian, hak-hak pekerjaan, dan kepemilikan aset bersama. 

Prinsip-prinsip teori keadilan gender terkait erat dengan upaya mendefinisikan hak-hak dan 

kewajiban gender secara adil dan setara. Ini mencakup hak perempuan untuk terlibat dalam 

keputusan-keputusan keluarga, mendapatkan akses yang sama dalam dunia pekerjaan, dan 

memiliki hak-hak properti yang terlindungi. Prinsip ini mengakui perlunya memberdayakan 

perempuan agar memiliki peran yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Meskipun 

teori keadilan gender memiliki dampak signifikan dalam menyuarakan perubahan untuk 

kesetaraan gender, terdapat kritik dan modifikasi terkini untuk menanggapi dinamika 

masyarakat yang berkembang. Pengembangan ini mencakup usaha untuk lebih merangkul 

inklusivitas dan mendekonstruksi essentialisme gender, sehingga teori ini dapat lebih 

responsif terhadap keragaman dan kompleksitas pengalaman gender dalam konteks 

pembaruan hokum perdata. 

Dengan memahami esensi teori keadilan gender dan bagaimana pendekatannya melibatkan 

feminisme serta prinsip-prinsip hak-hak gender, kita dapat membuka jalan untuk 

mengeksplorasi peran pembaruan hukum perdata dalam memberikan kontribusi pada 

keadilan gender yang lebih luas. 

Keadilan gender, sebagai kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak dan 

kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, ekonomi, 

dan budaya, menjadi fokus utama teori keadilan gender. Teori ini bukan sekadar tentang 

kesetaraan gender, melainkan juga mencakup aspek-aspek lain seperti penghapusan 

diskriminasi, kekerasan, dan pengakuan atas keragaman gender. Beberapa teori keadilan 

gender telah dikembangkan oleh para ahli, termasuk teori keadilan distributif yang 

menekankan kesetaraan dalam distribusi sumber daya, teori keadilan prosedural yang 

menekankan prosedur adil dalam pengambilan keputusan, dan teori keadilan transformatif 

yang menyoroti perubahan struktural dalam masyarakat sebagai kunci keadilan gender. 

Teori ini memainkan peran penting dalam upaya mewujudkan keadilan gender dengan 

memberikan pemahaman konsep keadilan gender dan pendekatan-pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mencapainya. Manfaat teori keadilan gender mencakup peningkatan 

 
6  Bartlett, K. T., & Rhode, D. L. (2018). Gender and Law: Theory, Doctrine, Commentary. New York: 

Foundation Press. 
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kesadaran tentang pentingnya keadilan gender, menyediakan landasan untuk advokasi, dan 

membantu dalam pengembangan kebijakan dan program yang mendukung keadilan gender. 

Pemahaman tentang teori keadilan gender menjadi esensial bagi semua pihak yang ingin 

berkontribusi dalam upaya mewujudkan keadilan gender di masyarakat. Dengan 

menggunakan teori ini sebagai panduan, dapat dilakukan analisis mendalam terhadap 

berbagai kebijakan dan praktik yang mungkin diskriminatif terhadap perempuan, serta 

merancang solusi yang efektif untuk mencapai keadilan gender secara menyeluruh. 

2. Sejarah Hukum Perdata dan Kesenjangan Gender 

Sejarah hukum perdata memandang ke belakang dalam evolusinya sebagai kerangka hukum 

yang mengatur interaksi antarindividu. Dalam perjalanan panjangnya, hukum perdata tidak 

dapat dilepaskan dari pengaruh norma-norma sosial dan gender yang telah membentuk dan 

mencirikan struktur kekuasaannya.7 

Kesenjangan gender yang melekat dalam hukum perdata muncul sebagai hasil dari 

konstruksi norma gender yang telah tertanam dalam sejarahnya. Hak-hak perceraian yang 

tidak seimbang, ketidaksetaraan dalam kepemilikan aset, dan peran-peran gender yang 

terkait dengan tanggung jawab keluarga adalah cerminan dari pemahaman patriarki yang 

telah mendominasi hukum perdata selama berabad-abad. Namun, dalam perjalanan sejarah 

ini, kita melihat respons yang berkembang terhadap ketidaksetaraan gender dalam hukum 

perdata. Gerakan feminis dan perubahan sosial telah memberikan dorongan kuat untuk 

menantang norma-norma yang mempertahankan ketidaksetaraan gender. Ini menciptakan 

momentum menuju transformasi dalam hukum perdata. 

Pembaruan hukum perdata muncul sebagai langkah responsif terhadap kesenjangan gender 

yang masih terjebak dalam kerangka hukum. Dengan merinci aspek-aspek tertentu, 

pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan landasan hukum yang lebih inklusif dan setara. 

Pembaruan tersebut mencerminkan semangat kesetaraan gender yang progresif, sesuai 

dengan tuntutan dan dinamika masyarakat kontemporer. Meskipun pembaruan hukum 

perdata menjanjikan perubahan yang positif, tantangan tidak dapat diabaikan. Perubahan 

norma-norma yang telah lama tertanam memerlukan perjuangan yang berkelanjutan. 

Meskipun demikian, harapan akan munculnya keadilan gender yang lebih baik melalui 

pembaruan hukum perdata memberikan motivasi dan dorongan untuk terus berupaya dalam 

upaya reformasi. 

Hukum perdata, sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan antarwarga negara, 

memainkan peran krusial dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari 

perkawinan, perwarisan, hingga kepemilikan harta benda. Sejarah hukum perdata 

dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, agama, dan politik, yang pada masa lalu sering kali 

mencerminkan sistem patriarki dengan ketentuan hukum yang memberikan kedudukan 

lebih tinggi kepada laki-laki. 

Kesenjangan gender dalam hukum perdata tercermin dalam beberapa aspek, termasuk 

ketidaksetaraan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki, adanya diskriminasi 

dalam hukum perkawinan, serta ketidakadilan dalam perlindungan terhadap kekerasan. 

Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat 

telah melakukan berbagai upaya. 

Pemerintah, sebagai pemegang peran utama, telah meratifikasi Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan menerbitkan peraturan 

perundang-undangan yang mendukung kesetaraan gender, seperti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

 
7  Bartlett, K. T., & Rhode, D. L. (2019). Gender and the Law: Theory, Doctrine, Commentary. New York: 

Foundation Press. 
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2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

Organisasi non-pemerintah juga ikut berperan dalam mengatasi kesenjangan gender, 

melakukan advokasi dan kampanye untuk perubahan hukum perdata yang diskriminatif 

serta memberikan pendampingan hukum bagi perempuan yang mengalami ketidaksetaraan. 

Masyarakat pun memiliki peran aktif dengan meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan 

gender dan mengajukan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan hukum 

perdata yang diskriminatif. Upaya bersama dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan 

masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan gender dalam hukum perdata, 

sebuah perjalanan kompleks yang memerlukan dukungan lintas sektor. 

3. Studi Komparatif terhadap Pembaruan Hukum Perdata di Negara-Negara Terkait 

Dalam menggali pemahaman yang lebih luas tentang pembaruan hukum perdata, studi 

komparatif menjadi pendekatan yang sangat bernilai. Melalui perbandingan dengan negara-

negara terkait, kita dapat mengidentifikasi praktek-praktek terbaik, tantangan yang dihadapi, 

dan pembelajaran berharga untuk diterapkan dalam konteks lokal.  

Pertama, memahami konteks hukum di negara-negara tersebut menjadi langkah awal yang 

penting. Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri, dan studi komparatif membuka 

ruang untuk menggali bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi pembaruan hukum 

perdata. Apakah perbedaan ini menciptakan variasi dalam perlindungan hak-hak gender 

atau memunculkan inovasi tertentu yang dapat diadaptasi?  

Kedua, melalui analisis pembaruan yang telah dilakukan di negara-negara sejenis, kita dapat 

mengidentifikasi tren umum dan strategi yang dapat diterapkan secara lokal. Apakah 

pembaruan tersebut fokus pada reformasi teks hukum, perubahan norma-norma budaya, 

atau kombinasi keduanya? Mengetahui hal ini menjadi kunci untuk merancang pembaruan 

hukum perdata yang efektif dan komprehensif. 

Ketiga, perbandingan juga membuka kesempatan untuk memahami dampak sosial dan 

ekonomi dari pembaruan tersebut. Apakah pembaruan hukum perdata di negara tertentu 

telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam akses perempuan terhadap keadilan, 

pekerjaan, atau kepemilikan aset? Mengetahui dampak ini menjadi dasar untuk 

mengevaluasi potensi perubahan serupa dalam konteks lokal. 

Terakhir, studi komparatif juga memunculkan pertanyaan tentang tantangan yang dihadapi 

dalam implementasi pembaruan. Apakah perlawanan dari sektor-sektor konservatif, 

ketidaksetujuan masyarakat, atau kendala birokratis menjadi hambatan utama? Menyusun 

strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dapat menjadi panduan berharga dalam 

merancang rencana implementasi pembaruan hukum perdata. Dengan mendalaminya 

melalui studi komparatif, pemahaman tentang pembaruan hukum perdata di negara-negara 

terkait bukan hanya menjadi pandangan global, tetapi juga menjadi dasar yang kuat untuk 

merancang pembaruan yang kontekstual dan efektif. 

Pembaruan hukum perdata bukan hanya sekadar respons terhadap perkembangan zaman 

dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mengatasi 

kesenjangan gender dalam hukum perdata. Studi komparatif terhadap pembaruan hukum 

perdata di negara-negara terkait membuka jendela informasi yang berharga, memberikan 

pemahaman mendalam tentang perkembangan hukum perdata di berbagai belahan dunia.8 

Studi-studi ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai evolusi hukum perdata di 

berbagai negara, tetapi juga menggali upaya-upaya konkret yang dilakukan untuk mengatasi 

kesenjangan gender dalam hukum perdata. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh 

UNDP pada tahun 2018 mengamati 12 negara, termasuk Indonesia, dan menyoroti upaya-

 
8  Green, A. M., & Patel, R. (2022). “Advancing Gender Equality Through Legal Mechanisms: A Comparative 

Analysis”. Journal of Gender and Law, 11(3), 210-230. 
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upaya seperti penghapusan ketentuan diskriminatif, peningkatan kesetaraan hak dan 

kewajiban, serta penambahan ketentuan perlindungan khusus bagi perempuan. 

Pentingnya pembaruan hukum perdata dalam konteks kesenjangan gender semakin 

tergambar melalui studi yang dilakukan oleh UN Women pada tahun 2020. Studi ini 

memfokuskan pada upaya-upaya pengatasi kekerasan dalam rumah tangga di 15 negara, 

termasuk Indonesia. Hasilnya mencerminkan langkah-langkah nyata seperti memberikan 

hak kepada perempuan untuk mengajukan gugatan cerai akibat kekerasan dalam rumah 

tangga, perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan, dan pemberian sanksi 

kepada pelaku kekerasan. 

Studi-studi komparatif ini memberikan inspirasi berharga bagi Indonesia dalam melangkah 

menuju pembaruan hukum perdata yang lebih inklusif dan mendukung keadilan gender. 

Informasi yang diperoleh dari pengalaman negara-negara lain dapat menjadi landasan untuk 

perubahan positif dan berkelanjutan dalam sistem hukum perdata Indonesia. 

4. Hambatan dalam Proses Pembaruan Hukum Perdata 

Pembaruan hukum perdata, meskipun diarahkan pada peningkatan keadilan gender, tidak 

lepas dari sejumlah hambatan yang mempengaruhi kelancaran prosesnya. Salah satu 

hambatan utama adalah resistensi dari sektor konservatif yang cenderung mempertahankan 

status quo. Pandangan yang tertanam dalam norma-norma tradisional sering kali menjadi 

rintangan utama, memperlambat momentum perubahan yang diinginkan.9 

Selain resistensi dari sektor konservatif, hambatan politik juga dapat menghambat proses 

pembaruan. Proses legislatif yang rumit, adanya kepentingan politik yang bertentangan, dan 

permainan kekuasaan politik di dalam lembaga-lembaga hukum dapat menjadi penghambat 

yang signifikan. Oleh karena itu, memahami dinamika politik dan membangun konsensus 

menjadi langkah krusial dalam mengatasi hambatan politik ini. 

Di samping itu, hambatan sosial juga sering muncul dalam bentuk ketidaksetujuan 

masyarakat terhadap perubahan. Norma-norma budaya yang kuat dan keyakinan yang 

diperoleh dari warisan sejarah dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap pembaruan 

hukum perdata. Menciptakan kesadaran dan membangun dukungan masyarakat menjadi 

tugas yang tak kalah penting dalam mengatasi hambatan ini. 

Meskipun proses pembaruan diarahkan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, hambatan 

birokratis juga dapat menjadi penghalang. Proses hukum yang rumit, kurangnya sumber 

daya, dan perubahan-perubahan yang terlalu lambat dapat menyulitkan implementasi 

pembaruan. Oleh karena itu, pembaruan hukum perdata harus didukung oleh reformasi 

birokrasi yang memfasilitasi perubahan hukum dengan lebih efisien. 

Dalam menghadapi berbagai hambatan ini, perlu ditempuh pendekatan holistik yang 

melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan 

kelompok advokasi gender. Hanya dengan mengatasi hambatan-hambatan ini secara 

bersama-sama, proses pembaruan hukum perdata dapat mencapai keberhasilan dan 

memberikan kontribusi yang signifikan pada keadilan gender. 

Pembaruan hukum perdata, sebagai upaya kompleks, memerlukan dukungan dari berbagai 

pihak, namun tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi dalam prosesnya. Salah 

satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

pembaruan hukum perdata. Masyarakat perlu memahami bahwa pembaruan tersebut krusial 

untuk mewujudkan keadilan gender, dan keterlibatan mereka dalam proses pembaruan 

sangat penting agar hasilnya dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Selain itu, ketidaksepakatan tentang arah dan substansi pembaruan hukum perdata menjadi 

hambatan serius. Diperlukan kesepakatan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, 

organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, agar proses pembaruan dapat berjalan efektif. 

 
9  Garcia, R. (2017). “Challenges in Implementing Gender-Responsive Legal Reforms”. International Journal of 

Gender and Law, 12(2), 89-107. 

https://dinastirev.org/JEMSI


https://review-unes.com/,                                                   Vol. 6, No. 3, Maret 2024 

 

9476 | P a g e  

Ketidaksepakatan ini dapat menghambat kemajuan dalam upaya pembaruan. Tekanan dari 

kelompok-kelompok yang tidak mendukung pembaruan hukum perdata juga menjadi 

hambatan yang signifikan. Terutama dalam konteks mengatasi kesenjangan gender, 

kelompok-kelompok yang menentang kesetaraan gender seringkali memberikan tekanan 

yang menghambat proses pembaruan. 

Kompleksitas materi hukum perdata juga turut menjadi kendala. Sebagai cabang hukum 

yang kompleks, pembaruan dalam materi hukum perdata memerlukan pemahaman 

mendalam dan analisis yang cermat, yang dapat menghambat kelancaran proses pembaruan. 

Tidak kalah pentingnya, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan 

serius. Proses pembaruan hukum perdata membutuhkan sumber daya manusia yang 

kompeten dan anggaran yang memadai, dan kurangnya dukungan dalam hal ini dapat 

memperlambat atau menghentikan proses pembaruan.  

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kerjasama antara masyarakat, pemerintah, 

dan organisasi non-pemerintah menjadi sangat penting. Dengan mengatasi hambatan ini, 

proses pembaruan hukum perdata dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya untuk 

mewujudkan keadilan gender. 

5. Peran Kritis Perempuan dalam Pembaruan 

Perempuan memainkan peran kritis dalam setiap proses pembaruan hukum perdata, menjadi 

motor penggerak untuk perubahan yang lebih inklusif dan setara.10 Pertama-tama, 

partisipasi aktif perempuan dalam perumusan kebijakan pembaruan menunjukkan bahwa 

mereka tidak lagi hanya sebagai objek perubahan, melainkan sebagai subjek yang turut 

merancang dan membentuk norma-norma yang memengaruhi kehidupan mereka secara 

langsung. 

Selain itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam implementasi pembaruan hukum 

perdata. Dalam posisi sebagai agen perubahan, perempuan dapat menjadi ujung tombak 

dalam menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada 

masyarakat sekitarnya mengenai arti dan dampak dari perubahan hukum. Dengan 

memberdayakan perempuan sebagai agen penyampai informasi, pemahaman dan dukungan 

masyarakat terhadap pembaruan dapat diperkuat. 

Perempuan juga memiliki peran signifikan dalam menentang resistensi terhadap pembaruan 

hukum perdata. Sebagai individu yang mungkin lebih peka terhadap ketidaksetaraan gender, 

perempuan dapat menjadi suara yang memperjuangkan hak-hak mereka dan hak-hak sesama 

perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam ruang publik dan politik menjadi kunci untuk 

mengatasi rintangan ini. 

Tidak hanya sebagai pemain dalam proses pembaruan, perempuan juga memiliki tanggung 

jawab dalam memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan 

dan aspirasi seluruh komunitas perempuan. Dengan melibatkan perempuan dari berbagai 

lapisan masyarakat dan latar belakang, pembaruan hukum perdata dapat lebih baik 

mencerminkan kompleksitas dan keragaman pengalaman perempuan, sehingga 

memberikan dampak yang lebih luas dan inklusif. 

Dalam konteks pembaruan hukum perdata, peran kritis perempuan tidak hanya 

menghasilkan keadilan gender yang lebih baik, tetapi juga menciptakan fondasi untuk 

masyarakat yang lebih adil dan setara secara keseluruhan. 

Perempuan memegang peran kritis dalam upaya pembaruan hukum perdata untuk 

meningkatkan keadilan gender, didukung oleh pemahaman mendalam mereka tentang 

pengalaman dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat. Komitmen 

perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender menjadikan kontribusi mereka vital dalam 

 
10  Conaghan, J., Grabham, E., & others (Eds.). (2011). Feminist Legal Studies: Critical Concepts in Law. 

London: Routledge. 
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proses pembaruan hukum perdata. Dalam pembaruan hukum perdata, perempuan memiliki 

beberapa peran kritis yang mendorong terwujudnya keadilan gender: 

Pertama, perempuan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesenjangan 

gender dalam hukum perdata. Melalui kampanye, advokasi, serta pendidikan dan pelatihan 

tentang kesetaraan gender, perempuan dapat menjadi agen perubahan yang efektif. 

Kedua, perempuan dapat melakukan advokasi untuk perubahan hukum perdata yang 

diskriminatif terhadap perempuan. Ini melibatkan pengajuan tuntutan kepada pemerintah, 

organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sebagai langkah konkret dalam menghapuskan 

ketentuan yang tidak mendukung kesetaraan gender. 

Ketiga, perempuan dapat mengembangkan alternatif hukum perdata yang lebih adil bagi 

perempuan. Ini mencakup pembuatan peraturan perundang-undangan, pembentukan 

lembaga hukum yang responsif gender, dan pengembangan praktik hukum yang mendukung 

hak-hak perempuan. 

Peran-peran kritis perempuan dalam pembaruan hukum perdata memiliki dampak signifikan 

dalam mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Contoh konkret seperti advokasi untuk 

menghapus ketentuan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, pendampingan hukum bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam 

rumah tangga oleh perempuan advokat, dan penelitian oleh perempuan akademisi tentang 

kesenjangan gender dalam hukum perdata, menunjukkan bahwa perempuan aktif berperan 

dalam upaya mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Peran mereka perlu diakui dan 

diberdayakan dalam proses pembaruan hukum perdata agar hasilnya mencerminkan 

kebutuhan dan aspirasi perempuan secara menyeluruh. 

6. Implikasi Pembaruan terhadap Norma-Norma Sosial 

Pembaruan hukum perdata memiliki dampak yang mendalam terhadap norma-norma sosial, 

membuka jalan bagi transformasi dalam cara masyarakat memahami dan merespons isu-isu 

gender. Pertama-tama, pembaruan ini dapat menjadi katalisator dalam mengubah persepsi 

terhadap peran gender dalam keluarga. Dengan memberikan perlindungan hukum yang 

lebih adil dan setara, pembaruan ini mendorong pergeseran dalam norma-norma yang 

mengatur tanggung jawab dan hak-hak antara suami dan istri, meretas batasan tradisional 

dan mempromosikan kerjasama sejati. 

Selanjutnya, dampak pembaruan hukum perdata dapat menciptakan perubahan dalam 

norma-norma pekerjaan dan ekonomi. Dengan memberikan akses yang lebih luas bagi 

perempuan terhadap kesempatan pekerjaan dan hak-hak ekonomi, masyarakat dapat melihat 

perubahan dalam dinamika kekuasaan ekonomi dan norma-norma seputar peran perempuan 

dalam dunia kerja. Pembaruan ini tidak hanya menciptakan peluang yang lebih adil tetapi 

juga memberikan kontribusi pada penciptaan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif. 

Selain itu, pembaruan hukum perdata dapat mengubah norma-norma sosial seputar 

perceraian dan pemisahan. Dengan menetapkan aturan yang lebih jelas dan adil dalam 

proses perceraian, pembaruan ini dapat mempengaruhi cara masyarakat melihat dan 

merespons keputusan untuk berpisah. Pembaruan ini juga dapat mengurangi stigma yang 

terkadang melekat pada perempuan yang memilih untuk bercerai, menciptakan lingkungan 

sosial yang lebih mendukung dan penuh pengertian. Terakhir, pembaruan hukum perdata 

menciptakan peluang untuk menggugah kesadaran dan mengubah norma-norma budaya 

seputar peran gender. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam 

hukum, masyarakat secara bertahap dapat mulai melihat nilai-nilai baru yang menghormati 

hak-hak dan potensi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Pembaruan hukum 

perdata, oleh karena itu, tidak hanya memiliki dampak praktis tetapi juga menciptakan 

dinamika perubahan dalam persepsi dan nilai-nilai sosial. 
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KESIMPULAN 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pembaruan Hukum Perdata menjadi 

langkah krusial dalam mengokohkan keadilan gender. Peran perempuan dalam proses ini 

memegang peranan utama untuk menciptakan landasan hukum yang lebih adil dan setara bagi 

semua warga. Keselarasan hukum perdata dengan prinsip kesetaraan gender bukan hanya 

tujuan, melainkan juga perjalanan yang terus menerus, di mana pembaruan hukum menjadi 

fondasi penting untuk mewujudkan visi kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. 

Diperlukan partisipasi aktif perempuan dalam pembaruan hukum perdata untuk memastikan 

representasi perspektif mereka. Melibatkan kelompok masyarakat, organisasi perempuan, dan 

ahli hukum dalam diskusi dan perumusan kebijakan juga penting untuk mencerminkan 

kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Kerja sama erat antara pemerintah dan lembaga 

internasional diperlukan untuk menerapkan pembaruan hukum perdata yang berorientasi pada 

keadilan gender, dengan harapan dapat mencapai kesetaraan gender di semua tingkatan 

masyarakat. 
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